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Abstract

Crazh the dired election of regional hesdz (efactions) is highly
expected by iy io encourage of support the process of democratization,
amoiyy others, by these eloctions would rafum sovereigniy ta the peopla,
not creatod gap botwsen the aspiafions of the people Bnd elected
represantatives. With ths election the elpcted iocal leadars will have a high
iegiimacy, ihe process s more Iransparent, accoantabis, and participaiony
Elachions are alto axpoctoed fo efactivaly reduce maney paitics fo afiow the
craation of conlral mechanisms among govemmaont agencies at the local
Javai, This is & response to the needs of the political dynamics al the local
‘evel. in fact, in this edection the peopls only polficized snd even sacrificed
for the benefif of the elife. I afects the gap batwean the community and the
crealion of @ wider conflict honzontal than varties) confict. ssperaly ailar
the election and affer the dotermination of winfers, as many ipaders of the
fosing candidatos refused fo accap! defeat. In the governance principles of
fhe darmmant rofe of the govermment 83 5 simgler actor in any resolution of
conficts thal arise in the communily is no longer approprate. In canflict
slactians, the govemmont! showd encourtge public role in rarsofvirng
confiicts that ocour eleclions in the region, 50 the rosolidion of conflict
Blections can walk in peace and digmify:
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Latar Belakang

Tumbangnya rezim Orde Barw pada Mel 1988 merupakan babak
baru dalam sajarah pemenntahan sskeligus parpalitikan di Indonesia, Hal
int ditandai dengan lerbukanya keran kebabasan yang talah tersumbat
selama 32 lahun di bawah kepemimpinan Soeharto yang canderung
olgriter. Rakyat memperolah kembali hak-naknya, seperti kobabasan
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mengeluarkan pendapal, kebebasan bersarikal, dan kekebasan
pers yang dak pemah didapatkan sebelumnya,

Sejumdah perubahan politik besar tarjadi selelah era Reformas.
Femiihan umum lebih demokratis dibanding saat Soeharta berkuasza
sudah berangsung biga kali yakni pada 1999 2004, dan 2009, Rewvisi
Undang Undang Poldik yvang dilanjutkan demgan pelaksanagn Pemilu
1998 menanda: ik awal paran pademen yang kuat dan memiliki lagitimasi
Unggi dar rakyat. Partai-partai politk tumbuh bak jamur di musim
penghujan,

Amandemen ULID 1945 merupakan sebuah lompatan besar dalam
era Fptormas| sebsgai upaya menghadirkan permerintaban yang lebih
camokratis, Dan amandemen UUD 1845 itulah untulk perlama kadinya
rakyal melakukan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 yang
diikutl oleh pemilihan kepala dasrah (pifkada) secara langsung di salunuh
Indonesia. Pemerintahan dan rakyet, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang
menjadi ezansi demokras! mulal menemukan jati dirinya di Indoneska,

Femilihan kepala dasrah secara langsung alau sering disebud
Filkada morupakan salah satu bentuk demokrasi yang tamp# di hadapdan
kita sefak tahun 2005 talu. Pikada merspakan mekanisme pemilihan
langsung pemimipin eksckubf di daerah, mutai dad walota, bupab, kingga
gubemur. Ketedibatan warga dalam pomifihan kepala daerah merska
masing-masing swdah barang lentu memberkan kebermanfaatan bagi
daerah. Dengan asums! bahwa memcka yang dipilih  merupskan
representasi dan mereka-mereks yang memilih. Oleh  karona [,
kesejahteraan yang didamkan oleh warga di suatu dacrah dapat terwujud
apabila mereka memilih calon kepala daerah yang mamang
mamprogramkan kesejahteraan daerah, Bukan yang lainnya.

Pilkada menyediakan ruang luas dan wakiu panjang bagi wanga
mamilh calon-calon kepala daerah medal kedakatan gecgrafi dan histon
dongan sang <alon. Jejak rekam negatif yang dimilkd seorang calon |
misalnya, tenfu aken menyulitkan dinnya diphih olah warga, kecuali bagi
pemilih yang Gdak rasional ataw pemilih yang benar-benar ldak tahu,
Sebagaei proses dan transformasi politk, makna pilkada salain merupakan
bagian dan penataan strukiur kekuasaan makro agar leblh menfamin
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barfungsimya makanisme checks and balance di antara lembaga-lembaga
podilik dan lingkal pusal sampai daerah, masyarakal mengharapkan puia
agar pilkada dapat menghasilken kepala daerah yang lebih akuntabel,
berkualias, [ejilimil, aspiralif dan peka lerhadap kepantingan masyarakal.

Mamun selelah Pilkada diselenggarakan semengak ahen 2005,
menurut J. Krstizdi dalam Amirudin dan A, Zaini Bisn (2006 xi-xiv], Pilkada
menampdkan dua wajah yang sama sekall berbeda, Waiah pertama
menunjukkan sisi gelap Pilkada. Dari sisi ini Pitkada di mala masyarakat
hanya dijadikan af@ng perebutan kekuasaan segelintir elile partal polilik
untuk mendapatkan kekuasaan di lembagae eksekutif daerah. Partas poliitik
sehanisnya sekadar instrumen yang menyajikan calon paling bak bag
masyarakat, cenderung labih mementngkan calon-calon yang foyal
kopada atasan danpada calon di luar parai, mungkin dianggap cioh
masyarakal febih berkualitas dan panlas menjadi kepala dasrah.
Fanguasaan partal peditik tornadap kepala dasrah nampaknya akon
diadikan target alaw pemanasan bagi perlarungan peliik pada Pamilu
2009, bak pemilu legislatf maupun permilihan presiden,

Dengan demikian pemilihan kepala daerah hanya meniad: bagian
dar ambisi elde partai guna memupuk kekuasaan guna merebul posii-
posisi yang febih stmiegis. Akibatnya, demgan menguasal lembaga
lersebul tenpr peduli  kepada pemegang sajatl kedaulatlan rakyal. yailu
rakyat itu sendin, partai politik yang pada dasarmya sebagian besar masih
feadalighk dan pragmats akan semakin kefelangan roh dan relevansings
bagn perkembangan demokrasi. Diperkirakan kalaw bdak dilakukan
reformasi terhadap paral politk penaianan kehidupan poldix bangsa
harya akan besrpular-palar de sekibar pars elife yang memanipalas
kedaulatan rakyat untuk kepentingan meraka. Olah sebak itu, reformasi
terhiadap partai polibk menupakan kefuanesan uniuk masa depan

Sementara i, wapsh kesovs Pilkada memberikan  secarcah
harapan bagi parkembangan demokrasi xa dapan. Skap oplimis tersabul
cukup mempunyai alasan yang kual mengingat bagi suatus bangsa vang
falan sakian lamsa dalam congkosaman kakuasaan yang sangat atomanan
dan kemudian bernasii malepaskan din dan dominasi sislem tersebut,
NAMUS Masih dancany DorFbagal korusuhan karena panyalahguriaan
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sanlimen primordial beberapa kalangan untuk mencapai fujuan-tujuan
sompil, tolah berhasil melakukan proses pemilihan elile politk yang
dilakukan secara domokratis tanpa menimbulkan akibat-akibat yang lebih
ehsesif. Lebih-dabih pemilihan lersebul dilakukan secara maralon, salama
hampir satahun masyerakat Indonesia melakukan proses kompetis) polltk
memperebutkan kekuasaan of lembaga perwakilan dan keprasidenan,
dilanjutkan dengan pemilihan kepala dacrab secara langsung mulal lahun
2005,

Dari wrain di atas panulis tertark mengkaji pemilihan kepala dasrah
di iIndonesia. Pemilinan kepala daerah secara langsung disclenggarakan
mula tahun 2005 menimbulkan konflik di beberapa daerah tidak hanya
melibatkan kubu calon kepala doerah akan tetapi juga melibatan unsur-
unsur masyarakal. Sebagei contah ®onfiK Pikada di kota Dopok
mandapat sorotan secara fups dikarenakan mendpakan konflix Pilkada
vang perama mencuat dan memazkan wakiu yang cukup lama uniuk
manyetasaikannya, demikiam pula melibalkan para-parai besar Yang
Derkompelisi di deerah tersebut, Adapun yang menjadi parmasalahan
dalam tuliEan ini adalah resofusl konfEk bagalmanakah yang dilerapkan di
Indonesia dalam rangka menyalesaikan konflik Pilkada secara langawng 7

Pembahasan
Pentingnya Pllkada 3acara Langsung

Dengan diqulirkannya Pilkada langsung, seperti halnya pemilinan
praciden dan wakil presiden, diharapkan demokrasi di lndonesia dapat
beralan dengan beik. Terdebily demckratisasi di lingkst lokal amat
dibutunkan dalam mewujudkan demokratizasi di tngkal nasional. Dalam
kailan penguatan demeokratsas di ngkal lekal, Lill Romli (Republika, 24
Oktober 2012) melihatnya dalam tiga hal, Pertama, esensi demokras)
adalah partsipazi palitik. Fananiuan pejabat politik menspakan bagian dar
partisipasi podibk. Kelterfibatan masyarakal secara langsung dalam proges
pemilihan kepsla daerah paca gllsanrva nanti akan memparkuat
legibmasi daerah. Kedus, pikada langsung membual rakyal di daarah bisa
meneniukan sispa cafon pamampin morcka yang dianggap mampu
menyelesaikan parsoalan di daarahnya. Ketiga, dengan pilkada angsung
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rakyal ikul leribal secara langsung dalam memilih  pemimpinnya.
Hatertbalan rakyat secars langsung ini pada gilirannys meningkalkan
demokratisass di tingkat fokal. di mana rakyat benar-benar memifki
kedaulatanmya.

Syamsudin  Haris memberkan sejumiah argumen mengapa
pilkada langsung merupakan agenda palitik yang mendosak dalem rangks
mompertaiki kualiias demokrasi bangsa kita, Perdama, pemiihan secara
lengsung kepala daerah diperukan guna memutus mata rantai oligarki
polifik: partai yang harus diakul canderung mewamal kehidupan partal-
rartal kita di DPRD dewasa ini. Koda, pemilihan secars langsung bagi
kapala dagrah diperfukan uriluk meninghkatican kualias akuntabilitas pam
aile poltik lokal. termasuk hepala daerah. Ketige, pemiihan secara
langsung kepala daarah diperukan guna manciptakan stabilitas peditik dan
pemerintahan ditingkat kokal. Kesmpa!, pamilihan langsung kepsla dasrah
akan memperkunl dan meningkatkan kualfas seleksi kepembmpinan
nasicnal karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-
pomimpin nasional berasal dar bawah atau daerah. Melima, pemilihan
sacdara langsung kepala dasrah olok rakyat jelas lebiy meningkatkan
kualitas ketersakilan elito karena masyarakat dapatl menentukan sondid
siapa yang dianggap panias dan layak yang akan menjad| pemimpinnya di
tngkal loxal {Republika, 24 Chaebar 201 2).

Pilkada Bukan Razim Pemilu

Fikada sabagal bagian dan fransformasi politik dilahirkan dengan
facal bawazn berupa putusan Maehkamah Konstibusi yang menyalakan
bahwa Filkada, dalam keranghka pelaksanaan UUD 1945, bukan kateqorn
pemilu tetapi rezim pemerintahan daerah. Suatu putusan yang tidak hanya
sulit dieesma masyarakst fetapi juga menunjukkan ¥erarcuwan dalam
melakukan perubahan LJUD 1945 sehingga mengandung implikasi paditk
bagi pamyelenggarman Pilkada.

Meanurut J. Kristiadi dalam Amirudin dan A Zainj Bisn {2006 xiv-avi)
keputusan Mahkamah Konstitusi tersebul bersumber kepada proses
Aamandemean UUD 1945 yang tidak komprehensif, Dalam kasus Pilkada,
ketentuan mengatur hal itu berkaltan dengan pasal 18 ayat [4), Bab IV,
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UUD 1845 metupakan perubaken ULD 1945 kedua pada tzshan 2000,
berbunyt: "Gubemur, Bupati, dan Walikola masing-masing sebagai kepala
pemerintahan provinsi, kabupaten. dan kotg dipiiin secora demokralis™.
Sementara i UUD 1945 di dalam 2ab Vil B mengatur tentzng Pemilinan
Umum merupakan perybahan kefiga dard Konstitusi {Lahun 2001),

[alam pasal 22 E ayal (1} dinvatakan: “Pemilihan umym
diteksaanakan SAcara langsung, umum, bebas, rahasia, jwiur dzn add saliap
Ima tahun sekal®. Kemudlan ayal {2} manyatakan; “Pamifhan umum
diselangparakan untuk mamilib anggola Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah®. Sementars U sebagal pelaksananya
disebulkan dalam ayat (5): “Pemilihan Umum diselenggarakan aleh suaty
komisi pemiliban umum yang barsifal nasional, tslao, dan mandif”,

Uengan demikian karena perubahan pasal 18 UUD 1945
mefupakan perubahan kedua, sedangkan pasal 22 E UUD 1945
merupakan perubahan  katiga, saharusnya secara hukum hal il
mempunyal makna bahwa pelaksanaan pasal 18 khususnya dalam
pemilihan kepala daerat harus merjuk pada pasal 22 E, Sebab logika
hukumnya pembuat kons{iusi menganggap pasal 18 beranangan
dengan pasal 22 E, maka tapat dipastikan perubahan ketiga pasal 18 akan
disesuaikan dengan pasal 27 E. Mamun ternyats pazal lerssbut tidak
pemah berubah sehingga sampal =aat in| yang bedaku tetap pasal 18
merupakan hasil perubahan kedus UUD 1845, Sehingga, seharusnya
pengedian diplfih secara demokeatis dalam Fikada hangs ditatsirkan sama
dengan talacars pelaksanaan pomithan vang dilakukan terhadap
Frasiden, seperdi tercantum dalam Bah vig tentang Pemilihan Umaum
pasal 22 E UUD 1045 Karcna it hal iersebul sehanamya tidak
berfentangan dengan kehendak pembeniuk konsiitusi jika dinyatakan
Familihan Kepals Daerah termasuk dalam pengertian Pamilihan Urmum,
mengingal asas dan pelaksanaan Pllkada dan Filpres adalah sama

Putusan Makkamah konsbitus! tersebyus manimbulkan konsekunnsi
bukan sala KPL sebaga lembaga penyelerggara Pemily ¥ang barsifat
nasicnal, telap dan mandin tidak Mmempunyai paran manyelenggarakan
Pllkada; tetapi juga mempunyai implikasi mengaburkan wewenang antara
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HPUD, Pemarintah Daerah, dan Dewan Pepwakitan Rekyat Daerah.

Kekosongen peran tersebut diambsdl oper Departemen Lkalam
Megeri dengan membentuk Desk Pilkada dard hngkat pusat sampai
daerah, Alazan utama pembentukan unit terspbut untuk memberkan
fasditas sekiranya KPUD memerukan koordinasl bak diantara KPLUD
maupun dengan lembage-lembaga lainmya. Mamuon banyak  kalangan
marasa unit tersebut dikawatirkan akan manjadi instrumean mempengaruhi
atau melakukan intervensi proses pemyelanggaraan Pilkada sebagaimana
peman dilakukan pada masa Crde bary, Oleh karena ity agar bdak terjadi
kerancuan aturan yang mengakibatkan lumpang tindih peran lembagsa.
lambaga pemariniahan dengan lembaga-lembaga penyeienggara
Pilkada, di masa depan ketentuan-kKetentuan mengenal Pilkada
seharusnya berada dalam ream Pemilifan Lmum.

Permasalahan-Péermasalahan Dalam Pllkada

Pilkadn mestimga dipahemi sabagai saly kegiatan politik yang
terjadi di ruang yang cukup dinamis, di situ ada kondis masyarakatl yang
sangal heterogen, ada kepentingan yang bervariasi. Dalam peraturan
perundang-undangannya, Pilkada bisa menjadl instruman demokrasi,
penrwljudan demokrasi yang ideal. Tetapi karena Pilkada berada di ruang
yang haterogen, bukan di ruang kampa. maka sering kali Pilkada tidak bisa
banatan seperti dinarapkan.

Ada banyak masalah yang bisa didentifikasl seiama proses
Pilkada, tidak hanya beriangsung pada iahep persiapan, namun [uga
lerjadi pada tahap pelaksanaan Pilkada, Menunol Agustng (2009, 121-
125) parmasalahan-parmasalahan dalam Pilkada mefiputi :

Perlama, idak akuralnya penelapan data pemilih, Masalah data
pemilih merupakan masalah mencasar dan hampir seluruh Filkada
mengalami kelidakakuratan data pamein dan hal i di s3ebaglan daerzh
mermmbulkan gelombang protes dan demonsirast dar masyarakat.

Kedua, persyaratan calon tidak |angkap. Dalam memenuni
cersyaratan calon, lerutama yang rmanyangkul fjazah sering Ldak
memenuhi  persyaratan, Kurang felitinga KPUD dalam melakukan
verifikpsi berkas administrasl cslon dan adanya pangaduan masyarakat
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lerhadap dugaan iF@zah palsu atau pemah diatuhi hukuman senng Kurang
rendapal Anggapan.

Habgs, pangusulan calon dan partai polink, Borbagal kejadian di
daerah, permasalahan inlemal partzi polibk dalam menenlukan pasangan
calon membualt pelaksanaan Pilkada tarhambat, seperti adanya pengurus
parpol kembar, adenya proses saleksi calon yvang tidak transparan dan
sapagainya.

Reampal, KPUD tdak naetal. Ksldakneirslan KPFUD dalam
panyelengqaraan Filkada disebabkan fakior j[angkauvan wilayah Pilkada
hanya se-provinsi stau kabupaton/ kota. Faekior kedekatsn atau
kekerabalan antara penyslenggara Pilkada desgan pasangan cakon
mempengaruhi tngkat kenetralan penyelenggara.

Kaetima, Panwas Pilkada tedambat dibentuk. Terdambatnya
pembantukan panitia pengawas (Peanwas) Pilkada oleh DPRD, sehingga
ldak dapat mengawasi seluruh tshapan Pekada, terutama tshapan
parsiapan Pilkada, karens Panwas pada umumnya ditelapkan menjelang
masa kampanye.,

Feenam, monay politcs. Money pofitics yang paling mananjol
adalah pasangan calon memberikan sejumlah vang kepada parpol untuk
dapal dicalonkan sabagal pasangan calon parpol dalam pelaksanaan
Pilkada. Dalam pelaksanaan Pilkada mengindikasikan lergadi politik uang
imonay poltics) dalam pengerahan masss maupun membari sagumlah
barang alau sembako yang dapat dinlas dengan uang kepada masyarakat.

Hefujuh, dana kampanye. Sumbangan dana kampanye pasangan
cakon sering tidak transparan dan has: awditnya lerutama sumbangan
perGrangon dan perusahaan idak divmumkan kepada masyarakat luas.

Kedelapan, mencur stat kampanya, Banyak pasangan calon yang
belurm memasuki tahapan pelaksanaan Pikada pada masa kampanye
telah memasang ikan di madia massa cotak dan elekironik, spanduk,
pasler, bakho, membag sliker kepada masyarakal, namun tidak mendapat
dndakan tegas dan KPUD.

Hesemiuan, dukungan Pegawal Negen Slpd (PNS) yang tidak
natral. Dalam berbagai kampanya masih ditemukan PNS vang memibak
salan sate paszangan Con dalam kampanye dan bamyak memben
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dukungan kepada kepala dasrah yang mengiuti Kembali Pilkada
[frcumbant),

Mesepuiuk, pelanggaran Karmpanye. Dalam perngerahan massa
kampanye pelanggaran yang paling menonjo! adalah pelanggaran lalu
lintag, lerutama penggunaan sepoda motor, penggunaan kendarsan
dinas, mengerahkan massa anak-anak dan melakukan kampanye hilam
(Sack campaign).

Kesebelss, ntervensi DPRD. Pada umumnys terad| apabila
DPRD tidak menyetujui pasangan calon kepala daerah yang terpitih
dengan berbagal alasan, sehingga berkas hasidl pemdlihan yang dikiim
oleh KPUD tidak diteruskan kepada Gubemur atau Menter Dalam Hegan
sehingga proses pengesahan keppla daermh menjadi | berdart-arnt,
maupun DFRD tidak mau melakukan sidang panpuma istimewa uniuk
acara palantikan kepala dasrah.

Sedangkan menunut A, Zainl Bisd dalam Remil (2007: 34T7), pada
umumnya ragam konfiik Pilkada bersumber pada tiga peryehat, vaknl
masalah politik wang, parsoalan administraz pencalonan, dan senghketa
penghifungan suara.

Lebih lanjut menurt Amimedin dan A&, Zaini Bisn (2006 178),
penyelesalan sengkela Pilkada yang menyangkut pobti wang dan
parsgalan administrasi pencalonan tidak menyebabkan dibatalkannya
hasil Pilkada, Namun sengkeda penghitungan suara dapat mengubah hasil
Plikada, karena bardasarkan pasal 3 ayat (1) Permendagr Mo. 01 tahun
2005, keberatan atas hagil Pilkada yang dapat  dinjukan ke pengadilan
heanyainh yang berkaitan dengan hasil panghitungan suara,

Fencalonan pasangan kepala dacrah dalam proses
penyelenggaraan pilkada, menurut Var Junaidi setidaknya terdapat tiga
masalah. Pertama. berfadi politik uang dalam beniuk "ongkos perahu” yang
diberikan pasangan calon kapada partai politik vang memang berhak
untuk mancalonkan. Inifah politik vang pertama sekaligus kentara dalarm
pllkada sekalpun besamya “ongkos pershu” tidak sebanding dengan
dukungan parpol dalam kampanye. Hedua, leradi kelegangan dan bahkan
perpacahan imternal parpol akibat ketdeksepakatan pengures pamol
dalam mengajukan pasangan calon. Akibatnya, parpol menjadi lamakh
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sehingga mercka gagal memperjuangkan kepentingan anggota. Kefiga,
pencalonan yang hanya mempertimbangkan ‘ongkes perahu”
mangecewakan masyarakal karena calon yang diinginkan tidak masuk
dafar calon. Ov salu pihak, hal inl menyebabkan masyarakat apatis
terhedap pitkada sehingga parlisipasi pemitih menurun. D pihak lain, hal
Ilu menyebabkan masyarakat marah sehingga bisa menimbukan konfik
lerbiuka (Kompas, 3 Septarmbear 2012).

Sumber-sumber konflik

Dalam Inleraksi kahidupan berhangsa dan bemegara di Indanesia
dimana masyarakatnya helerogen, konflik selalu akan muncul dan tidak
dawal dihindar. Selama maza Orde Baru yang ofontarian, masyarakat
dikekang dalam menyampaikan aspirasings, namun setelah muncuiny:
rMasa reformas:, pintu demokrasi tarbiska luas sehingga masvarakat bebas
manyampaikan aspirasinya, Dalam alam demokrasl  tentu perbedasn
pendapat merupakan hal yang biasa, akan tetapi apabila masyarakal Edak
5kap menerima perbadaan yang ada maks tenty hal Ini akan menimbutkan
konflik di dalam masyarkat. Dalam  ifmu-lmu sosial dikenal dua
pendakalan yeng =aling bofterntangan untuk memandang masyarakat
(Surbakt, 2007, 149). Kedua pencekatan Ini meliput pendakatar
strukiural-fungsional {(konsensus) dan pendekatan struktural konfik,
Pendekaten konsansus berasumsi masyarakat mencakup bagian-baglan
vang berbeda fungsi lelapi saling berhubungan salu ama lain secara
fungsional. Kecuali lu, masyarakat tanntegrasi stas dasar suatu nllai yang
disepakali bersama sehingga masyarakal s=lalu dalam kesalmbangan
dan harmonis, Laly pendekatan konfiix berasumsi masyarakat mencalup
oerbagal bagian yang memiliki kepenlingan yang sating bertentangan.
Macuali iy, masyarokat terntegrasi dengan suaiu paksaan dard kelompok
daminan sehingga masyvarakatl salalu delam keadaan konflik. Kedua
pandekatan ini mengandung kebenaren tetap: tidak lengkap.

Fonflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang
sama, ietapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan (Kansensua).
Zalain fu, masyarakat tidak mungkin tedntegrasikan secara permansn
cangan mengandafkan kekuasaan paksaan dan kelompek yang dominan.
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Sebaliknya. masyarakal yang lerntegrasi atazs dazar Konsensus
schalipun, fidak mungkin berghan secara permanen tanpa adanya
kekuasaan paksaan. Jadi konflik dan konsensus marupakan gojala-gejala
vang lidak ferelakkan dalam masyarakat,

Monurut Pasolong (2008: 172), istilah konflik memiliki berbagai
pengertian, seliap ahli mengemukakan definisi yang berbeda. Akan totapl
dan beberapn pendapat tentang konfitk terdapat dua hal yang esensial,
valtu: (1) Adanya perbedaan, dan (2) Kotidaksesuaian. Perbedaan-
perbedaan dan kebideksesuaian dapat tarfadl karena adanya perbadaan
pandargan, hesmat (keinginan}, parsepsi, nilal maupun tujuean, baik antara
ndividu dengan indnadu, individu deagan kelompok, maupun kKelampok
dengan kelompok. Konfllk adaleh salah satu hal yang tidak dapat
dihindarkan, torjadi dalam setiap organizasi, satiap orang mempunyai
werasaan berentangan dengan apa yang diharapkannya.

Sedangkan monurat Winardi (1894: 1), konflik berard adanya
oposisi atau perlentangan pendapat anfara orang-orang, kefompok-
kelompok alau organisasi-organisasi. Leblh lanjul Winardi
mengemukekan bahwa apabila orang-orang bokerja sama erat satu =ama
lain dan khususnya dalam rangka upaya mengelar Sasaran-sasaran
umum, maka cukup beralasan orivk mengosumsi babwa dengan
berdangsungnya wakhe yang cukup lama, pasti akan timbul perbedazn-
perbedaan pendapal anlara mereka.

Sefanjutnya manunut Waxdy dan Yulk dalam Pasalong (2008; 173),
mengalakan bahwa konfiik adalah suale perselisihan atau perduangan
dientara dua atau labih pihdk wvang ditendai dengan menunjukkan
permusvhan secara lerbuka dan atau mengganggu dengan sengaja
poncapaian tujuan pinak yang menjadi lawannya. Gangguan dapat berupa
usana=usaha aktlf uniuk meriniengi pencapaian twjuan seseorang atau
penclakan secara pasil seperli menclak unluk memberkan pengadaan
cahwa dan informasl yang diperukan oleh pihak lzin,

Konfiik dapal disimputkan sebagal sabuah parwujudan dar adanyva
persalmthan atau perbedann kepentingan muncul di antara dua pikak ataw
lehin, baik sifalnya pnbadi ataupun kelompok, dapal menimbulkan adanya
parpecahan anlara kedua belah pihak yang berkonflik, Sumber-sumbear
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konflik akan sangat bervariasi, hal ini sangat tergantung dari karakieristk
intemal dan eksternal masyarakst. Para ahli dalam hal-hal terteniu
maenunjukkan kesamaan pendapal, namun ik ponskanan penyebab
monfik akan borbeda tergantung dar persepsi dan penafsiran terhadap
Imgkungannys.,

Menurut Arikunto dalam Passtong (2008; 174), menyimpulkan das
hasithasil penelitian bahwa tegadinya konflix adalah: (1) adanya
kesalahpahaman (kogagalan komunikasi), (2) keadean pribadi Indhidu-
ndridu yarg ealing berkonflik, (3} perbadaan nilaf, pandangan dan iwjuan,
(4] perbedaan slandar penampian (pedfomance), [(5) parbedaan-
perbedaan berkenaan dengan cara, (8) hakhal yang menyangiul
pernanggungawaban, (7) kurangnya kemampuan dalam unser-unsur
berkomunikasl, (8) hakhal berkenaan dengan kekuasaan, (9} a0anya
frustasi dan kajengkelan, (10} adanya kompetisi karena mempesehutkan
sumber lerbatas, dan (11 ) lidak menyetujul butir-butir dalam persturan dan
kebijakan dalam organisaki.

Dengan dikotahuinya sebab-=abab torjadinya konflik tersebul
dapat dipakai sebagal bahan pertimbangan dalam pengendatian konflik,
Femahaman torhadap faktor-fakior tersabul lebik memudahkan tegas-
Wwaed dalam  hal menyelesaikan konflik-konfiik yang toradi dan
rmemyalurkan ka arah perkembangan posiif. Apabita konflik-konfiik dapal
dikelold dangan balk, maka konfik akan sangat bermanfaal dalam kal
mamajukan krealifitas dan inovasi dalam organsasy masyarakat. Dengan
kata lain, konflik tidak =elaly mosggikan dalam kehidupan organisasil
masyarakatl, akan lelapi kenflik serng diperdukan dan diakui aksislensinya

Sedangkan menunst Tani Handoke dalam Pasolong (2008; 174),
menylmpulkan bahwa sumbarssurrber konflik dalam suatu onganizasi
adalah: (1) manusia dan parlakurya, (2] struklur organisas:, dan (3)
komunikast. Sefanjuinya, manusia dan perlaiunya dikatakan schagai
salah salu sumber konflik, sebab manusia dengan latar belakang
pendidikan, sifat-sifat pmbadi, borodgai nalur [inshiect), balk Secara
pErSEQrangan mauvpun kelompok, fidak dapat melepaskan did dan
berbagai gejala kepentingan, seperi: {a) berbapai atdbut vang benalian
dengan pangkal dan kadudukan, (b) sistem nilai yeng tidak sama di antera
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sosama bawahan maupun antara atasan dongan bawahan, (c) adanya
bermacam-macam harapan (expaciaifons), (d} gava kepamimpinan, [8)
serbagai sifat atau kepribadian , serta () semangat dan ambisd,

Kaonflilk, dalam kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan
karcna kemajemukan honsontal dan verbikal lidak dengan sendminya
merimbulkan konflik. Hal ini disebabsan adanya fakis terdapat sejumilsh
masyarakal yang menerma perbedaan-perbedaan tersebut, Perbedaan-
perbedaan masyarakat i baru menimbulkan konflik, apabila kelampok
lersebut memperebulkan sumber-sumbar yang sama, seperti kekuasaan,
kokayaan, kesempatan, dan kehormatan. Konfik teqadi manakala
erdapatl benturan kepantingan, Dalam remusan kzin dapat dikemukakan
konflik 1eradi jike ada pihak yang marasa diperakukan bdak adid atau
manakala pihak berparkakuy menyantuh “tdik kamarahan® pihak lain.

Resolusi Konflik Pilkada

monflik Pilkadas yang marak tzrjadi di barbagal dasrah mengusik
persatuan dan kesatuan dalam masyarakatl, Akthvitas sosial, ekonomi dan
palitik terganqgu dengan muncialnya konfiik Pilkada di berbagal daerah.
Penyelesaian  konflik Pikada sesuai dengan aluran yvang  berlaku
diharapkan dapat diseleszikan dengan cepat, murah dan damal, Akan
ielapi dalam kenyataannya konflk Pilkada lidak muodah diselesaikan,
bahkan ada yang disertai dengan tindak anarkhis’ tindak kekerasan.

Manurul Huck Miall dalam Putra [2002: 15), pada hakekalnya
resolusi konflik dapat diarikan scbagai istilah komprehensif yang
mangimplikasikan bahwa sumber xonflik yang dalam berakar akan
diparhat&an dan diselesaikan. Scdangkan menurul Askasndar dalarm Pulra
(2008: 15}, manyatakan, resolusi konflik dgalankan untuk membenkan
pamyelesalan yang dapat diternma oleh 2emua pihak, meskipun akhirmya
dafam mekanisme yang dijalankarn ada pihak yang mengalah atau
dikalahkan. Lebih lanjul pendapal neo marxist dan pamikitan radikal
lannyn melial resoslusi konflik sabagar upaya mendamaikan beniuran
kapentingan yany sebenamya tidak dapal direkonsilsasikan, gagat dalam
menelaskan pertikalan yang tidak saimbang dan bdak adil, karena
dianggap tidak mempunyal analigis mamadal dalam perspakiil kultur

Arl Kuncoro Dwa Pultranla 41



besdaya dan nital lokal yang ada,

Dengan demikian resclusi konflik akan memberikan |alan keluwar
dengan cara penyelesalan  kanflik yang seadil-adilnya dengan
memperhatikan semua akar permasalahsn schingga semua pihak
brerkondlik akan merasa puas. Dalam kasus Pilkada di berbagai daorah,
resolusi konflik peru lebih dikedepankan dibandingkan dengan
penyelesainn secara formal belaka, yang kadang masih menyizakan
dendam diantara yang berkonflik, yang sewaktu-waktu konflk lersebt
dapal mencuat ke parmukaan kembali,

Menurst John Gallung dalam Putra [2009: 18), menawarkan
bebarapa model yang dapsat dipakai schagal proses resolesi konflik,
diantaranya:

T, Peace kesping atau operasi keamanan yang mefibatkan aparat
keamanan dan militer. Hal inl paru diterapkan quna meredam kKoafik
dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompaok [ain.

<. Peace making, yakni upaya nogosiasi antara kelompok-kelompek Yang
memiliki kepenbingan.

d. Peaco buwilding, yakni sirategi atau upayn yang mencoba
mengambalikan keadaan destrukid akibat kekerazan yang terjadi
dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar
pitak yang tedibal konfik. Pesce building lebih menekankan pada
kualitas inlermksi darpada kuanlitas.

Sedangkan menurul Dahrendor! dalam Putra (2009: 17], menyebutkan
ada tiga bentuk pengaturan konflik yang bisa digunakan sebhagai resaolusi
kondlik, yakni:

1. Konsiliasi, di mana semua pihak berdiskusi dan berdehal sscara
erhiika untuk mencapal kosepakatsn fanpa  pihak-pihak  yang
memonapoll pembicaraan atau memaksakan kehandak.

2 Medias), ketika kedua pinak sepakat mencan nasshat dari pihak ketiga
{berupa lokoh, ahli atau lambaga lerteniu yang dipandang memili
pengetahuan dan keahlian yang mendalam fsntang subyek yang
dipartentangkan), Nasehal yang dibenkan aloh mediaior  bdak
mengikal kedua pihak yang bartikai.
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2. Arbitrasi, Kedua belah pihak sepakat untuk mendapat ¥anuiusan akhi
vang bersifat legal dan arbitor sebagai jzlan keluar Konfik.

Setelah mencermatl pendapal para ahli di atas dan beberapa
=asus konflik Pilkeda secara langsung yang terjad| di Indonesia maka
penulis mengemukakan pandapat babwa resolusi konflik Pilkads

fendaknya lebih mengedepankan nilai-nilai kearifan [okal (lecal wisdarm],
antara lain:

Ferlavma, sikap "siap menang siap kalah'. Sebagal langkah awal
guna meminimalkan tanadinya kKonfik Pilkade, pelaksanaan Pilkada
thawal dengan pamyataan barsama peserta Pilkada untuk "sap manang
siap kalah®, Pemyataan “siap menang siap kalah™ tersabut perlu terus
dipupuk dan dikembangkan diantara peserta Pilkada, tim sukses maupun
para perdukungnya, sehingga tidak hanya sekedar seremonial belaka
namur batul-betul akan lebih mengedepankan sifat damokratis,

Kedua, sikap “menang lanpo njasorake” kKurang lebih bermakna
bahwa apabila menang dalam Filkada jangan sampal menjadikan lawan
politiknya marasa dirandahkan martabatnya, hal ini akan dapat memicu
ieradinya konflik Pilkada. Pada era perkembangan demokrasi saal ini,
pENghitungan swara dengan capat {guick count) 1elak lazim dilakukan alah
veberapa lembaga survai yang kradibel. Apabila dalam penghiungan
cepat pesarta Pilkada dinvatakan manang maka hendaknya
manggunakan waklu yang ade sambil menunggu penghiiungan rasmi
secara manual oleh KPLUD, dapat metakukan silaturahmi kepads persarts
Pilkada yang kalah menurut versi penghifungan cepat. Silaturahm
tersabul untuk mengajak semua pesera Filkada guna bersama-sama
membangun daerah tersebul. Perlu dinyatakan secara tegas oleh peserta
Pilkada yang menang bahwa pesearta Pilkada lain {yang kalah)adalah lebih
senior dan lebih banyak pengalaman dalam pemarintahan maupun dalam
membangun mazyarakat, adapun pasarta Pilkada yang menang merasa
meaih yunior dan perlu banyak menimba dmu dard para seniomya.

Ketfiga, sikap "ngemong roso” yang bormakna hanes bisa menahan
diri, memahami perasaan sera kondisi pihak lawan, dengan tidak
melakukan efora kemenangan. Marasa sudah menang baik dalam verst
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penghilungan cepal mavpun penghitungan secara manual kemudian
melakukan show of forco mengerahkan fim sukses  dan para
pendukungnya, fenlu akan menimbulkan gesekan dengan panduking
pesarta Pilkada yang tidak puas lerhadap hasid Pilkada.

Keampat, apabila konflik mulai muncul secarg lerbuka hendakmya
ada mediasi dengan melibatkan tokak-lokah masyarakal daorah, tokoh-
tokoh agama, maupun tokoh-tokoh nasional vang berasal dar dasrah
tersabut, Tokoh-tokoh tersebut diskui mempunyat pongansh dan kharisma
@i daarah tersabul, sehingga disegani dan diharmati peserta Plikada vang
berkonllik. Dengan demikian konflik Pilkada akan disclesaikan sacara
informal, barmartabat dan dilerima semua pihak. Peran fokch-tokoh
sepert tersabut di atas dalam panyolesaian konflik horisontal di beberapa
daerah talah terbukti depal diterima semus pihak, separt konflik Ambon
dan Poso.

Dari uraian lersebut di atas, konflik Pilkada yang terjadi tidak akan
berant-larut apabita kedua kuby berkonfik mau duduk bermama untuk
membicarakan hal-hal vang diperikaikan. Masing-masing kubu
manyampaikan tentutanmya dalam forum komunikasi tersebut kemudian
dibicarakan bersama. Pammasalahan akan lebih myudah diselesakan
apabila dilakukan secara  Informal, dengan labih mengedopankan
kabersamaan dan mencar resolusi secara damai,

Dalam era demokrasai, pringlp govermance akan ferus
dikembangkan. Semula pemerintah memegarng kendal somua urusany
kepentingan publik, termasuk dalam penyelezaian konfik pemerintah
menjadi aklor vlama. Akan lelapi dalam era govemnanco maks peran

pemerinlah mulal dikurangi, dimbangl dengan peran masyarakat dan

swasta. Sehingga dalam  penyelsaian konflk Pilkada, pemerintah
hanyalah sebagai faslitator. bukan lagi sebagai aklor ulama penyelasal
konflik,

Dalam era demakrasi yang sudah bergulir semenjak reformasi,
maka nitai-nilai kearfan lokal tatap harus dikedopankan dalam aefiap
penyelosaian konflik, dibandingkan dengan penyelesalan konflk dengan
mangedepankan formalitas. Dengan milai-nilal kearifan lokal Yam masih
hidup dan dijunjung tinggl di masyarakat maka penyelesaian konllk akan
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izbih mudah diterima olah pihak-pitak bertkai. Sehingga konflix dapat
dizelasaikan dengan lebih barmariabat, damai dan aman.

Hesimpulan

1.

Pilkada sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan demokratizasi
lokal semenjak awal sudah membawa cacal bawaan, Pulusan
Mahkamah konstiusi menmbulkan konsckuensi bukan saja KPU
sebagai lembega penyelenggara Pemilu yang bersifal nasional, tetap
dan mandin tidak mempunyail peran menvelenggarakan Pilkada; tetapi
juga mempunyai implikasi yang mengaburkan weweanang antara
EPLULD, Pemerinlab Dacrah, dan Déwan Penwakilan Rakyal Daesmah.

. Konfiik Pikada pada umumnya ditangani secara formal dengan lebib

menonjolkan pada seqi keamanan, sehingga pemerintah bertindak
sebagal aktor utama yang sangat dominan dan kurang membend peran
pada masyarakat lokal.

Rekomendasi
Setalah mencermat kenfik Pilkada maka rekomendasi yeng dapat

dhbenkan adalan;

1.

Pemilihan kepala daermah (Filkada) hendaknya termasuk kedalam rezim
Pemdu, bukan masuk kedalam rezim Pemenntah Daerah. Sehingga
akan menghitangkan tumpang tindih lembaga-lembaga penyelenggara
Pilk=da.

coenqkeia Pilkada yang menvangkul politik vang dan pacsoalan

administrasi pencaelonan hendaknya dapat menyebabkan
dibatalkannya hasd Pdkada, sehingga pelaksanaan Pilkada akan
samakin demokratis dan berkualitas.

Konfik Pdkada yvang marak muncul di berbagal daarah, hendaknya
disglesaikan demgan membsn peran yang lebih banyak hepada
masyarakat dengan loblh mengodoegankan nilai-nilai keerfan Iokal,
disandingkan dengan menggunakan cara-cera formal yang
mongedepankan segi keamanan, Sehingga dalam konflik Pilkada
pemarintah lebih barparan sabafgal fasililalor dard pada sebageai aktor
vlama vang dominan dan menon|ol,
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